
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilakukannya penelitian tentang Tinjauan Yuridis Saksi Pelaku 

Yang Bekerja Sama Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Tinjau Dari Pasal 55 Dan 

Pasal 56 KUHP, Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini ialah : 

1. Keterangan penyertaan yang termuat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 

KUHP bisa dijadikan sebuah rujukan dalam proses pengungkapan 

kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini. Dengan 

melibatkan penyertaan saksi pelaku yang tertuang dalam Pasal 55 dan 

Pasal 56 sekiranya mampu membongkar segala tindakan yang 

terstruktur oleh para pelaku-pelaku koruptif tersebut. Keterangan 

yang disampaikan oleh saksi pelaku yang tertuang dalam Pasal 55 dan 

Pasal 56 harus bisa diberikan perlindungan secara Fisik dan Psikis. 

Negara harus mampu memberikan jaminan atas keamanan kepada 

saksi pelaku saat dimintakan keterangan dari pihak pengadilan. 

Karena saat ini tindakan kriminalisasi yang dilakukan sangat 

berdampak kepada ketakutan dari saksi pelaku yang membantu pihak 

penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. 

2. Adapun yang menjadi hambatan dalam pengungkapan penerapan 

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ini terdapat di beberapa komponen, 

seperti kendala tidak sepenuhnya menjamin keamanan, kenyamanan 

kepada pihak saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap 

tindak pidana korupsi. Di dalam peraturan perundang-undangan 

belum sepenuhnya mangatur cara, prosedur dan mekanisme 



perlindungan hingga penyampaian dan larangan yang harus dibatasi 

kepada Saksi pelaku. 

5.2 Saran  

1. Penyertaan kepada saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi perlu 

dilakukan dan ditingkatkan. Guna mencari kebenaran yang sebenarnya 

di dalam jaringan konspirasi tindak pidana korupsi yang semakin 

menggurita.  

2. Perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam 

mengungkap pelaku kejahatan tindak pidana korupsi juga perlu 

dilindungi dari diskriminasi, intimidasi hingga kriminalisasi.  Disaat 

itu di lakukan akan banyak tindak kejahatan akan terbongkar, demi 

terwujudnya negara Indonesia yang adil dan makmur. 

3. Perlunya peraturan khusus untuk perlindungan justice collaborator 

yang mencakup mulai dari prosedur untuk ditetapkannya, lembaga 

yang melakukan pendampingan, kriteria, hingga jumlah pengurangan 

hukuman dan kepastian imbalan (reward) yang akan didapatkan oleh 

justice collaborator agar banyak yang bersedia membongkar 

kejahatan tindak pidana terorganisir yang makin merajalela di 

Indonesia. 
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